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TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK BUMDESA MARGO UTOMO GRABAG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GRABAG

bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan
penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa Margo
Utomo serta untuk menggali potensi sumber-sumber
pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal
Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Penyertaan Modal Desa untuk BUMDesa Margo Utomo dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024,

Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tzhun 2022
tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari



2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6623),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037},

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 252),

12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 nomor nomor 960);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik
indone sia Tahun 2022 nomor nomor 1295),

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Naerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor
47);

15, Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
gusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan
Perangkat Desa ( Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 5 );

16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2019 Nomor 6

17 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang
pPedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7
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Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2021 Nomor 7),

18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat
Desa Dan Staf Perangkat Desa Di Kabupaten Magelang |
Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020 nomor 59);

19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2023 Nomor 45 );

20. Peraturan Desa Grabag Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-
2026 (Lembaran Desa Grabag Tahun2020 Nomor 05);

21. Peraturan Desa Grabag Nomor 1 tahun 2017tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Grabag . Tahun 2017 NomorO1.);

22. Peraturan Desa Grabag Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Grabag
Tahun 2019 Nomor 02);

23. Peraturan Desa Grabag Nomor Tahun 2024 tentang
Pendapatan Desa (Lembaran Desa Grabag Tahun2024
Nomor 05 );

24. Peraturan Desa Grabag Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa
Grabag Tahun 2023 Nomor 03 );

25. Peraturan Desa Grabag Nomor

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAG dan
KEPALA DESA GRABAG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BUMDESA MARGO UTOMO GRABAG DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRABAG TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penyertaan Modal Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Usaha
Milik Desa ( BUMDesa ) Margo Utomo Grabag Kecamatan Grabag
sebesar Rp. 65.000.000 ( Enam Puluh Lima Juta rupiah )



Pasal 2

Penyertaan Modal Desa bertujuan untik
a. meningkatkanan pelayanan masyarakat,

b. penguatan BUM Desa,
¢. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli [esa; tdar

d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakiat
Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa Maryo
Utomo Grabag sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalab
merupakan Kekayaan Desa yang dipisahkan untuk dikelola dan
dikembangkan oleh BUMDesa Margo Utomo

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Kepala guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh

Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Grabag
Pada tanggal 24 Pcbruari 2024
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Diundangkan di Grabaé -
Pada tanggal 24 Peb 2024

BAG

MUHAMMAD NASRODIN

LEMBARAN DESA GRABAG TAHUN 2024 NOMOR 02



